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Menimbang

BUPATI MINAHASA UTARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Femerintah Republik lndonesia

Nomor T2Tahun 20i9 ientang Perurbahan Peraiuran Pemerintah

Nornor 18 Tahun 2A16 Tentang Perangkat Daerah yang merubah

beberapa ketentuan tentang susunan organisasi serta tuEas dan

fungsr lnspektorat,

hahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana di rnaksud darl

huruf a, perlu menetapkan Feraturan Bupati lVlinahasa [-itara

tentang Perubahan Peraturan Bupati [\llinahasa Utara tentanE

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja lnspektorat Tipe B Kabupaten Minahasa Utara;

l-.lndanE-Undang Republik lndonesia Nsmor 33 Tatrun 2CI03

tentang Pembentukan Kabupaten hiinahasa Utara di Provinsi

Sulawesi Utara (Lemharan Negara Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nornor 4343);

t-,lndang-Undang Republik lndonesia Nornor 12 Tahun 2011 tentang

Fembentukan Peraturan Perundang-undanEan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahuln 2011 Nomar 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nornor'5234). L*:-',, f
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Aa,

Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 5 Tahun 2A14 tentang

Aparatur Sipit Negara (Lernbar Negara Republik lndonesia Tahun

2014 Nornor 6, Tambahan l-embaran flegara Republik lndonesia

Nomor 5587);

Undang-Undang Republik lndonesia Nomon 23 Tahun 20'14

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2A14 Nomor Z4{,Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kati terakhir dengan Undang-Undang Republik lndonesia

Nomor I Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Republik lndonesia Nornor 23 Tahun 2414 tentang

Pemerintahan Daerah (Lemharan Negara Republik lndonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlk

lndonesia i{ornor 5679};

Feraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 18 Tahun 2416

tentang PeranEkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan Lernbaran Negara

Repubtik !ndonesia Nornor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 72

Tahun 2019 ientang Perubahan atas Peraturan Femerintah Non'lol'

i8 Tahun 20i6 teniang Perangkat Daerah ilenni:aran Negara

Republik lndonesia Tahun 2019 Nomon 187, Tambahan Lernbaran

NeEara Repurblik lndonesia Nonnor 6402);

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor '12 Tahun 2A17

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerirrtahan Daerah (Lernbaran Negara Republit< lndonesia

Tahun 2A17 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republlk

incionesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Fembentukan Produk Hukr"rm Daerah sebagaimana telah diubah

denEan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun ZCI18

tentang Perubahan Peraturan Nflenteri Dalarn Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk F{ukurn Daerah;

Feraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang

Pecjoman Nomenkiaiur inspektorai Daerair Provinsi cian

KabupateniKota; \
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l\fienetapkan

9. Feraturan Daerah Kabupaten ftllinahasa Utara Nomor 5 Tahun

2A16 tentang Fernbentukan Dan Susunan PeranEkat Daerah

Kabupaten f/li nahasa Utara;

10. Feraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 72 Tahun 2A16 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja lnspektorat Tipe B Kabupaten Mlnahasa lJtara.

MEMUTI,ISKAN :

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG

PERUB,AHAN PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA NOI4OR

72 TAHLJI\i 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAI\I FUNGSI, SERTA TATA KERJA

INSPEKTORAT TIPE ts KABUPATEN MINAHASA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara

l{cmor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna.n Organisa-si,

Turgas dan Fungsi serta Tata Kerja lnspektorat Tipe B Kabupaten

Minahasa Utara diubah sebagai berikut.

t" Ketentuan angka 11 dan 12 pasal '! diuhah, sehingga

herbunyi sebagai berikut:

Pasai i

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsllr pembantu Bupati

dan DPRD Kabupaten dalann Penyelenggaraan Urusan yang

men.ladi Kewenangan Daerah Kabupaten;

lnspektorat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut

lnspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan

pemerintahan daerah; 
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2" Ketentuan ayat (3) pasal 4 diubah, dan antara ayat {4} dam

ayat {5} dltambahkan ayat i4a} dan ayat t4b} sehingEa

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

3. Pelaksanaan pengawasan untuk'tujuan tertentu atas penugasan

Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

4a. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

4b. pelaksanaan pengawasan prograrn reformasi birokrasi;

4" Ketemtuan ayat (1) dan ayat {3} pasal 7 diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Inspektur pembantu sebagaimana di rmaksud dalam pasal 5

ayat (3), terdini dari :

a. lnspektur pernbantu wilayah l;

b. lnspektur pembantu wilayah ll;

G. lnspektur pembantu wilayah ll[.

d. lnspektur pembantu wilayah lV

(3) Wiiayah kerja pengawasan cian pembinaan inspektur pembantul

wilayah sebagaimana di rnaksud pada ayat {1) huruta, b dan c

meliputi wilayah seluruh Perangkat Daerah serta pembinaan

tsadan Usaha Milik Daerah (BUMD);

S" Ketentuan ayat {2} pasai I diuhah, sehingga benbirrlvi

sebagai bea"ikut:

Pasal B

(2) Kelompok jabatan funqsional sebagaimana di maksud pada

ayat (1) di koordinasikan oleh lnspektur Pembantu lnspektorat )
o



serts hertanEsUng jawab kepacla lnspektur

6. Ketentuan pasa! 13 diubah, sehingga berbunyl sebagai

berikut:

Pasal 12

(1) lnspektur Pernbantu wilayah mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan maupun pembinaan terhadap peiaksanaan urusan

pemerintahan daerah dan Perneriksaan Dengan Tujuan

Tertentu (PDTT) serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan

lain yang diberikan oleh Inspektur.

(2) Pelaksanaan tugas pembinaan dan penEawasan sebagaimana

eiimaksuci pada ayai (1) ciiiaksanakan oieh inspekiur Pembantu

Wilayah l, ll dan lll berdasarkan wilayah pengawasan yang telah

ditetapkan sedangkan untuk PDTT dilaksanakan oleh lnspektur

Fembantu Wilayah lV

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), tnspektur Pembantu Wilayah l, ll dan lll menyelenggarakant

fungsi:

a. Koorciinasi Pengeioiaan iugas cian fungsi keuangan, barang,

kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah.

b. Fengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa"

c. Femerlksaan/audit keuanEan perangkatdaerah.

d" Reviu Rencana Kerya Anggaran.

e. Reviu Laporan Keuangan Pernerintah Daerah.

i. R.eviu Laporan Kinerja lnsiansi Pernerintah"

E. Reviu Rencana Kerja Pernbangunan Daerah (RKPD).

h. Reviu Rencana Pembangunan Jangka htlenengah Daerah

(RPJMD).

i. Evaluasi Sistem Fengendalian lntern.

j. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah

(sAKlP).

k. Penneriksaan ierpaciulkinerja perangkat daerah. 
)



l. Pemantauan/monitoring.

m. lVlengawal pelaksanaan reformasi birokrasi.

n" Pengawasan dalanr rangka percepatan menujr.l good

governance, clean goverment dan pelayanan Pilblik.

o. Penyusunan FJorma, Standar, Peraturan perundang-

undangan bidang pengawasan.

p. Koordinasi program pennbinaanlpengawasan.

q. PendampinEan, asistensi dan fasilitasi.

r. Fengawasan/perneriksaan tugas pembantuan.

s. Tugas lain yang diberikan oleh lnspektun.

(4) Daiam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), lnspektur Pernbantu Wiiayah lV menyelenggarakan fungsi :

a. Pengelolaan Pemeriksaan Pengaduan masyarakat.

b. Fengeioiaan Pemeriksaan aiau auciit ciengan tujuan terientu

(PDTT) lainnya.

e. Femantauan/nnonitoring.

d. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang

pengawasan lebih khusus pada PDTT.

e" Penyusunan pedoman/standar di bidang PDTT.

f. Kosrdinasi program pembinaan/pengawasan.

g. Tugas iain yang ciiberikan oieh inspektur.

?. DEantara ketentuan pasal 25 dan pasal 2S disisipkan pasaf {

{satu} yakni pasal 25A yang benhunyi selragai berikt"tt:

Fasai 254

tsagan Struktur Organisasi Inspektorat tercantum dalarn larnpiran

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan

Bupati ini.

Pasal ll

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 
r

orang mengetahuinya, dan rnermerintahkan pengundangan tr



Diundangkan di : Airmadidi
Pada tanggal .

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam tserita Daerah

Kabupaten hllinahasa Utara" p

t_u/:v

BfRl-fA DAERAF{ KA"BUpATilfl{ f"4iFiAHASA UTAITA TAt-lL.}N 202ff hi*i''{OR

l{o, pFhi0EL0L4 PAR&F

1 lnspektur

2 Kabaq Organisasi q
,) Kabag Hukum (il
4 Assisten adm Umurn .lru
5 Sekretaris Daerah

\
6 Wakil Bupati Minahasa Utara

7 Bupati l\4inahasa Utara
Dengan Hormat
untuk Ditanda

Tangani

Diteta di ;

Fada al: $ )anuerr 2
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